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a. 

 

 

 

 

 

 
b. 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 

menyusun standar pelayanan minimal pada Unit 

Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah Penuh; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan 

Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium 

Kesehatan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
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  2. Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573); 

  6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573); 

  7. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5542); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 

2014 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1213); 
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  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium 

Kesehatan; 

 

MEMUTUSKAN: 

    

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.  

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Laut.  

6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.  

7. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan 

pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi 

klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, phatologi anatomi dan/atau 

bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan 

terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan.  

8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang 

melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika,  

kimia  dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan 

kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk 

menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan 

masyarakat. 

9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya 

disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana 

Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.   

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
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fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.  

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD 

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaaan keuangan daerah pada 

umumnya.  

12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang merupakan 

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.   

13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan 

mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, 

ekonomi, dan pemerintahan.  

14. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Indikator 

SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan 

untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam 

pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi, dan 

pemerintahan.  

15. Target Tahunan adalah nilai presentase pencapaian kinerja pada tahun 

yang bersangkutan.  

 

BAB II  

FUNGSI SPM 

 

Pasal 2  

 

Fungsi SPM UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai:   

a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicapai UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai penyedia pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat;  

b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib 

daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;  

c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan  

d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang 

kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.  

 

BAB III  

PENYELENGGARAAN SPM UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 

 

Pasal 3  

 

(1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan laboratorium 

kesehatan.   

(2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT 

Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:  
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a. pelayanan Laboratorium Klinik, meliputi:  

1) pelayanan kimia klinik;  

2) pelayanan hematologi;  

3) pelayanan mikrobiologi klinik;  

4) pelayanan urinalisis;  

5) pelayanan parisitologi klinik;  

6) pelayanan immunologi dan serologi;dan  

7) pelayanan toksikologi klinik.  

b. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi:  

1) pelayanan fisika air;  

2) pelayanan kimia air; dan 

3) pelayanan bakteriologi air.  

(3) Uraian SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

BAB IV  

PELAKSANAAN SPM 

 

Pasal 4  

 

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam 

perencanaan program pencapaian target UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.  

 

BAB V  

PENGEMBANGAN KAPASITAS  

 

Pasal 5  

 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah 

lainnya.  

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

adalah dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan 

teknis, dan pelatihan yang meliputi:  

a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;  

b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target 

SPM;  

c. penilaian pengukuran kinerja; dan  

d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan 

SPM bidang kesehatan.  
 

BAB VI  

PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
 

Pasal 6  

 

Bupati dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan 

pengawasan secara berjenjang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai SPM. 
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Pasal 7  

 

(1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyampaikan laporan 

pencapaian kinerja pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 

sesuai SPM kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.  

(2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit 

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.   

 

BAB VII  

PEMBIAYAAN  

 

Pasal 8  

 

Sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan UPT 

Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mencapai target sesuai SPM, 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UPT Laboratorium 

Kesehatan Daerah.  

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut.  

 

  

 Ditetapkan di Pelaihari  

 pada tanggal 21 April 2022 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

  Ttd 

 

H. SUKAMTA  

Diundangkan di Pelaihari   

pada tanggal 21 April 2022 

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT,  

 

                Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 48 


